ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai the guardian of constitution
karena tugas dan kewenangan yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang
Dasar 1945. Salah satunya vyaitu sebagai lembaga yang berwenang dalam
melakukan pengujian suatu perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar
1945, baik secara materiil ataupun formil yang biasa disebut dengan judicial review.
Dalam penelitian ini penulis tertarik dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XVI11/12020 yang memiliki amar putusan yang berbeda dengan yang
tertulis dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu (1) Kedudukan
pemerintah pasca putusan inkonstitusional bersyarat dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan; (2) Akibat hukum putusan inkonstitusional bersyarat
terhadap tugas pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan (3) Penerapan putusan
inkonstitusional bersyarat pasca uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja terhadap tugas pemerintahan bidang ketenagakerjaan menurut
pandangan Islam. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif. Adapun hasil penelitian yang penulis teliti adalah kedudukan pemerintah
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI111/2020 dengan
menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sedangkan
pandangan Islam penerapan dalam bentuk apapun dapat dilakukan sepanjang

kepentingan tersebut untuk kemaslahatan umat.
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